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PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2013/PA. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Sopir, pendidikan SD, tempat
tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat
tinggal dahulu di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,

selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 Februari 2013 dengan
register Nomor 279/Pdt.G/2013/PA. Bpp telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:
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Bahwa pada tanggal 16 September 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota
Balikpapan, (Kutipan Akta Nikah Nomor 708/95/IX/1995 tanggal 19 September 1995)
sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.1/PW.01/109/2013 tanggal
14 Februari 2013;

2. Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Kota
Balikpapan. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing—masing
bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon, umur 20 tahun, dan Anak Kedua Pemohon
dan Termohon, umur 16 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 16 April 2004, selama 8 delapan tahun berturut-turut
lamanya hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan
tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim
kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa selama termohon pergi dari rumah, ia meninggalkan pemohon. Dan selama itu
termohon telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah
tangga. Tidak pernah menghiraukan pemohon sebagai suaminya yang sah;

5. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan
menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun Kkenalan termohon tentang
keberadaan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di
atas, pemohon merasa mudharat dan menderita lahir batin;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas,
maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi
melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon
mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk

meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya pemohon mohon
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car Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak
hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun
kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai
dengan termohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap
mempertahankannya;

Bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama
Balikpapan, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk
menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti
berupa:

L Surat-surat:
1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kota Balikpapan, dengan Nomor Kk.16.09.1/PW.01/109/2013 tanggal 14 Februari
2013, bertanda P.1, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula
telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Kelurahan Kota Balikpapan Nomor 400/32/
X1/2013, tanggal 14 Februari 2013, bertanda P.2;
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Saksi-saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat

tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSIII PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-
keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang
untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam
putusan ini;
Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar
tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;
Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya
mohon putusan;
Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita

acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk
menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan
Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini

dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;
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Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang

dikuatkan pula oleh bukti produk P.1, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan
terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah pada pokoknya
karena sejak tanggal 16 April 2004, selama 8 delapan tahun berturut-turut lamanya hingga
sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah.
Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan
tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan
permohonan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya
termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil
permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-
dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan
menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya
keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya
permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun
membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan
dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus
dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon
beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa termohon telah pergi
meninggalkan pemohon lebih dari dua tahun lamanya tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap

fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak harmonis lagi karena termohon
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lah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan meninggalkan pemohon lebih dari

dua tahun bertururt-turut tanpa izin dan tanpa kabar beritanya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak terdapat tanda-
tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,
sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmabh, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya
majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah
merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap
salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis
hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan
mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin talak pemohon, maka untuk
memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan
tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

® Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
e Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
e Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
¢ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk
olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta
Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk itu;
e Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp
311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013
M bertepatan tanggal 9 Ramadan 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H.
Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya

termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.
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Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad
Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 220.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp  6.000.00
Jumlah Rp 311.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.
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